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MINGGU awal bulan syawal lazimnya

merupakan momentum arus balik para

santri ke pesantren. Namun, sehubungan

pandemi Covid-19 yang hingga kini belum

menunjukkan kurva yang melandai, ma-

ka pesantren berada di ambang kebi-

ngungan. Satu sisi, para pengasuh pe-

santren berharap agar para santri bisa

segera kembali ke pesantren untuk men-

jalankan aktivitas pendidikan dan pem-

belajara di pesantren. Namun, di banyak

sisi pengasuh pesantrenótermasuk wali

santriódihantui berbagai perasaan cemas

ketika akan menuju ke pesantren dan

setibanya di pesantren.

Kekhawatiran alamiah dipicu berbagai

faktor, baik yang berkaitan dengan

sarana transportasi yang aman dan nya-

man para santri bisa tiba di pesantren,

maupun faktor layanan kesehatan yang

harus dilakukan dengan mengacu berba-

gai prosedur tetap (protap) maupun pro-

tokol yang sudah diatur pemerintah.

Sebab, untuk memenuhi berbagai protap

dan protokol kesehatan tersebut tentu

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Perjalanan

Dalam konteks perjalanan saja, di an-

tara syarat dan ketentuan yang ditetap-

kan oleh pemerintah bagi siapapun saja

yang akan melakukan perjalanan antar

daerah harus mengantongi surat izin dan

hasil rapid test maupun polymerase chain

reaction (PCR). Padahal, biaya untuk

melakukan kedua bentuk tes tersebut

cukup mahal bagi sebagian besar masya-

rakat. 

Belum lagi saat para santri tiba di pe-

santren harus menjalani berbagai protap

dan protokol kesehatan seperti harus ber-

jarak sesuai aturan WHO, karantina

mandiri untuk mengondisikan masa awal

para santri di pesantren, dan berbagai

aturan lain yang meniscayakan prinsip

kehati-hatian dan pencegahan yang mak-

simal. Padahal, tidak semua pesantren

mempunyai asrama atau daya tampung

santri yang memungkinkan untuk meng-

atur jarak fisik/sosial yang aman.

Namun demikian, untuk mengantisipa-

si berbagai keterbatasan sarana dan

prasarana tersebut, tentu masing-masing

pesantren sudah berusaha maksimal un-

tuk menjadwal ulang arus balik para

santri. Bahkan, ada beberapa pesantren

yang membuat aturan arus balik secara

bergelombang agar bisa menerapkan

pelaksanakan protap dan protokol kese-

hatan dengan baik selama masa-masa

awal kembalinya para santri di pe-

santren. Akan tetapi, pesantren punya

keterbatasan. Tak mudah jika harus

melakukan sendiri.

Peran Pemerintah

Dalam kaitan ini, bila mengacu pada

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren, pasal 11 menegaskan:  peme-

rintah pusat dan pemerintah da-

erah sesuai dengan kewenangan-

nya dapat memfasilitasi ponpes

atau asrama pesantren untuk

memenuhi aspek daya tampung,

kenyamanan, kebersihan, kese-

hatan, dan keamanan. Seharus-

nya pasal ini bisa dijadikan acuan

pula bagi pemerintah untuk

membantu pesantren di masa-

masa pandemi. Walaupun secara

eksplisit, UU ini tidak menying-

gung persoalan pandemi di berba-

gai pasalnya.

Pemerintah pusat dan peme-

rintah daerah (pemda) tidak bisa

membiarkan pesantren berjalan

sendiri, menangani sendiri, dan

memikirkan sendiri proses arus

balik para santri dan pelak-

sanaan protap dan protokol kesehatan

setibanya di pesantren. Pemerintah

pusat dan pemda harus turun tangan

bersama para pengasuh pesantren un-

tuk membantu berbagai kendala yang

dialami para santri.

Setidaknya, keterlibatan pemerintah

dalam membantu pesantren di masa-

masa pandemi ini menunjukkan bahwa

negara ini mempunyai perhatian dan

kepedulian untuk melayani pesantren.

Dan, tidak sepatutnya pula bila pemerin-

tah hanya mengurusi sekolah formal yang

berada di bawah naungan diknas

maupun kemenag. Sementara pesantren

dibiarkan letih sendirian.

Semoga, UU nomor 18 tahun 2019 ti-

dak hanya menjadi ìpepesan kosongî keti-

ka pesantren mengalami ujian pandemi.

Akan tetapi, UU ini betul-betul difungsi-

kan sebagai jembatan kepedulian dan em-

pati negara kepada pesantren. ❑ - a

*)Wakil Katib PWNU Yogyakarta.

Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN

Sunan Kalijaga. 

Memfasilitasi Arus Balik Santri
Fathorrahman Ghufron

Gubernur geram, banyak warga berkeru-

mun tak indahkan protokol kesehatan.

* Ingat, bahaya Covid-19 mengancam.

Kamis besok, Kulonprogo akhirnya punya

Wabup.

* Selamat bertugas, jaga amanah rak-

yat.

Harga gabah di tingkat petani naik.

* Harapan baru bagi petani di era

pandemi.

Bahaya Obesitas bagi Anak
ORANGTUA mana yang tidak se-

nang melihat buah hatinya bertubuh

gemuk menggemaskan, montok, ber-

pipi tembem dan lucu pula. Tapi berhati-

hatilah bahwa tubuh gemuk tidaklah se-

lalu mengindikasikan sehat. Bisa jadi

buah hati mengalami obesitas, yang

saat ini menjadi perhatian serius di selu-

ruh dunia, yang apabila dibiarkan

berlarut-larut akan mengancam kualitas

hidup dan perkembangan hidupnya ke-

lak.

Menurut Ikatan Dokter Anak Indone-

sia (IDAI), bahwa seorang anak bisa

dikatakan obesitas bila keadaan Indeks

Massa Tubuh (IMT) mereka berada di

atas persentil ke-95 pada grafik tumbuh

kembang anak sesuai dengan jenis ke-

lamin tentunya. Obesitas juga bisa

diukur dari timbunan lemak di tubuhnya

bila sudah melebihi 25 % - 30 % dari

berat badan idealnya. 

Lantas faktor apa saja yang bisa

membuat anak mengalami obesitas?

Salah satunya adalah makanan junk

food yang sering dikonsumsi oleh anak-

anak. Junk food adalah makanan dan

minuman cepat saji yang kandungan

garam, gula, lemak dan kalorinya tinggi

tapi kandungan serat, vitamin, dan min-

eralnya sedikit. Selain itu junk food juga

mengandung kolesterol dan zat adiktif

sintetis seperti MSG dan pengawet.

Mengkonsumsi junk food yang berle-

bihan akan membuat tubuh terasa le-

mas karena mengalami kelebihan ka-

lori dalam jangka waktu tertentu. Selain

itu faktor genetik juga berpengaruh ter-

hadap timbulnya obesitas apalagi bila

dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak

sehat. Obesitas menimbulkan dampak

buruk, mulai dari gangguan kesehatan,

masalah emosional dan sosial sehing-

ga membuat anak kesulitan bergerak

dan tidak lincah.

Kurangnya aktivitas anak ikut berpe-

ran dalam peningkatan berat badan.

Kecanggihan teknologi di era modern

membuat anak suka berlama-lama di

depan gadget, menghabiskan waktu-

nya hanya dengan menonton televisi

ditambah dengan beragamnya game

online yang membuat anak semakin

betah duduk sambil ngemil makanan

dengan bumbu/penyedap masakan.

Maka kegemukan tak bisa terhindarkan

lagi.

Menurut penelitian anak-anak yang

mengalami obesitas akan cenderung

mudah terserang asma dengan fre-

kuensi lebih dari satu kali serangan di-

banding dengan anak normal. Sebagai

orangtua yang cerdas, tidak selayak-

nya memberikan dan mengenalkan

junk food pada anak-anaknya. Mulailah

dengan makanan sehat yang dimasak

sendiri di rumah dengan tidak menam-

bahkan bumbu penyedap. Konsumsi

sayur mayur dan buah sebagai gaya hi-

dup masa kini, rajin olahraga serta

beribadah dengan khusyuk adalah ke-

biasaan sehat yang harus kita terapkan

di rumah. Karena pola rutin dengan

memberikan junk food kepada anak

akan membawa dampak negatif bagi

kesehatan maupun psikologis. Mari kita

jaga kesehatan keluarga tercinta. ❑ - a

Nur Rahmah Irdianawati SE

Staff Sub Bag Keuangan

RSUD Sleman

Mengurus Covid-19 Berbasis Data 
ANALOGI seragam sekolah menjadi

gambaran cocok untuk melihat peru-

musan kebijakan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah tentang Covid-19.

Lihat saja ketika menempuh Sekolah

Dasar (SD) seluruh siswa dari kelas 1

hingga 6 diwajibkan menggunakan se-

ragam putih dan celana/rok berwarna

merah. Terlepas dari aspek fisik yang

berbeda, umur yang berbeda dan per-

timbangan lainnya, seluruh siswa di-

wajibkan menggunakan seragam yang

sama.

Pendapat ini muncul ketika kita

membandingkan perumusan kebi-

jakan yang dilakukan Provinsi

Jawa Timur dengan DKI Jakarta.

Kebijakan antara Provinsi Jawa

Timur dengan DKI Jakarta tidak

menunjukkan perbedaan (Ima-

wan, A, & Fathurrahman R, tba).

Dalam bahasa sederhana, kebi-

jakan ini tidak mengandung solusi

praktis penanganan Covid-19.

Keduanya menerapkan kebijakan

untuk pemberlakuan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB), pe-

nutupan jalan, penghentian trans-

portasi umum dan seterusnya.

Namun upaya ini tidak menun-

jukkan hal positif. Tanda-tanda

kasus akan mereda tampaknya

menjadi angan-angan dalam wak-

tu dekat ini. Justru sebaliknya, kini se-

jumlah wilayah Jawa Timur berstatus

daerah hitam.

Basis Kebijakan

Kondisi genting yang dialami Jawa

Timur harus segera direspons. Era de-

sentralisasi memungkinkan kepala da-

erah untuk mendorong kemandirian

kepala daerah untuk berinovasi, semi-

sal inovasi perumusan kebijakan. So-

lusi praktis penanganan ini terletak

kepada kebijakan berbasis data spasial.

Platform informasi spasial telah di-

lakukan oleh pemerintah pada level

provinsi tentang penyebaran Covid-19.

Sayangnya, informasi yang telah tersaji

dalam bentuk yang sangat informatif

tidak dijadikan sebagai basis untuk

merumuskan kebijakan. Visualisasi

spasial seolah hanya dipandang seba-

gai media informasi bukan sebagai ba-

sis data. 

Studi terbaru dari Zhou, et. al (2020)

menunjukkan bahwa data spasial

berkontribusi besar dalam perumusan

kebijakan penanganan Covid-19 di

China. Elaborasi yang dilakukan men-

jelaskan tentang prioritas area dengan

membaginya menjadi tiga kategori,

core area (wilayah rawan), primary core

area (wilayah bahaya) dan secondary

core area (wilayah aman). Informasi ini

berimplikasi besar bagi ketetapan ke-

bijakan oleh pemerintah untuk menen-

tukan jenis karantina wilayah. 

Bagi wilayah core area dan primary

core area, penegakan jenis karantina

wilayah dilakukan dengan ketat di-

tandai dengan adanya mekanisme pro-

sedur izin masuk dan keluar yang ru-

mit. Arus lintas ke luar-masuk manusia

ditutup. Penutupan yang dilakukan

lantas tidak melepas tanggung jawab

pemerintah untuk memberikan supply

kebutuhan. Justru, pemerintah lebih

fokus untuk pemberian supply kehi-

dupan selama masa karantina di kedua

daerah tersebut.  Disisi lain, secondary

core area lebih longgar dan pemberian

supply dibatasi.

Dorongan

Kebijakan berbasis data spasial perlu

segera didorong untuk penanganan

Covid-19 (Imawan, A, & Fathurrah-

man, R, tba). Terwujudnya langkah ini

harus didorong oleh sikap inovatif dari

kepala daerah untuk merumuskan ke-

bijakan berbasis data dan harus mem-

inggirkan sejenak pertimbangan poli-

tis. Dalam jangka pendek, harapan

akan muncul untuk menurunkan

jumlah kasus Covid-19 di Indo-

nesia. Sedangkan dalam jangka

panjang, kebijakan berbasis data

spasial dapat menjadi grand design

penanganan Covid-19 tantangan

bencana di masa depan.

Ragam pendapat telah dimulai

dari kalangan akademisi, praktisi

hingga tokoh keagamaan. Kendati

telah mengantarkan beragam

pendapat, akan tetapi opini yang

dihasilkan mayoritas melihat

kompleksitas permasalahan, dam-

pak apa yang ditimbulkan oleh

Covid-19, sikap apa yang perlu di-

lakukan warga dan seterusnya.

Sangat sedikit pendapat yang

mengutarakan solusi praktis pe-

nyelesaian. Pendapat dalam ar-

tikel ini mencoba menawarkan solusi

sederhana penanganan Covid-19 yang

bagi sebagian ahli cenderung kurang

menjadi perhatian. ❑ - a

*)Arga Pribadi Imawan, Peneliti

Research Centre for Politics and

Government (PolGov) Fisipol UGM.

Arga Pribadi ImawanSabtu Malam di Malioboro
SABTU (6/6) malam dan Minggu

paginya, Malioboro dan sekitarnya me-

mang luar biasa riuh. Ratusan kenda-

raan yang mayoritas pesepeda, pejalan

kaki bergerombol di sepanjang land-

mark Yogyakarta. Di titik nol,  seperti

ada Ôfun bikeÕ, para persepeda ber-

cengkerama. Mengingatkan kembali ke

masa normal sebelum ada Covid-19. 

Menjadi masalah, karena warga

yang bercengkerama tersebut tidak se-

mua memakai masker. Gubernur DIY

Sultan HB X memang sengaja mele-

wati Malioboro . Itulah sebabnya meng-

apa geram, dan mengancam akan me-

nutup Kawasan Malioboro bila warga ti-

dak tertib dalam protokol kesehatan. 

Kegeraman Sultan HB X itu wajar,

karena ternyata tidak semua mematuhi

protokol kesehatan. Apalagi dilakukan

di kawasan wisata Malioboro. Jalan

legendaris tersebut siapa yang tak me-

ngenal? Mudah-mudahan tidak ada

dampaknya, namun akan menjadi

musibah jika berakibat ada yang terke-

na kasus baru di masa pandemi Covid-

19. Bukan hanya tracing akan sulit, se-

bab yang datang di Malioboro tersebut

bukan hanya warga DIY, namun

banyak juga yang dari luar kota. 

Dampak berikutnya yang tentu saja

tak diharapkan, adalah sangat mungkin

menjadi klaster baru yang tentu jadi

stigma negatif, karena pasti akan terke-

san kurang baik. Klaster yang kemudi-

an dihubungkan dengan Malioboro,

area dari kehidupan ekomomi ribuan

warga. Apalagi belum lama Gubernur

DIY sudah menyatakan komunitas PKL

Malioboro diperbolehkan membuka la-

paknya.

Sebenarnya hari Minggu bukan ha-

nya Malioboro, namun sejumlah pantai

di Yogya juga sudah mulai didatangi pe-

ngunjung. Baik pantai selatan di wila-

yah Bantul, Gunungkidul atau Kulon-

progo. Meski pemkab setempat belum

membuka resmi namun masyarakat

sudah berdatangan.

Seperti dinyatakan dalam ÔSultan

MenyapaÕ bahwa hidup terus menerus

mengisolasi diri tentu kurang bagus ba-

gi kehidupan ekonomi. Bahkan ke-

jenuhan sosial dan psikologis tentu

akan menjadi masalah tersendiri. Ka-

rena itulah ajakan Presiden untuk hidup

- hemat kita lebih tepat - berdampingan,

sebab kalau berdamai bisa menim-

bulkan konotasi lain bagi warga yang ti-

dak pas mengartikannya.

Apapun namanya, era normal baru

mendatang tentu beda dengan era nor-

mal yang lalu. Era normal yang lalu,

bisa terjadi jika vaksin Covid-19 dite-

mukan yang WHO menyatakan ke-

mungkinan baru 2 tahun mendatang.

Namun tentu saja kita tidak harus me-

nunggu vaksin itu ditemukan, yang di-

laksanakan sekarang adalah era di-

mana bisa menggerakan kehidupan

ekonomi dan sosial, agar bisa mengge-

liat lolos dari ancaman ekonomi negatif.

Menuju era tatanan baru tersebut

tentu butuh sinergitas semua pihak,

khususnya dalam pengaturan protokol

kesehatan yang ketat. Kalau kita

bicarakan Malioboro, tentu bukan ha-

nya warga yang datang ber masker sa-

ja, namun fasilitas pendukung harus

lengkap. Apalagi PKL sudah membuka

lapaknya. Perilaku penjual , termasuk

lesehan atau angkringan harus dikon-

trol apakah sudah menyediakan tem-

pat cuci tangan, masker dan jaga jarak.

Kalau bicara Malioboro, tentu tak

bisa lepas dengan hotel dan restoran.

Sudah siapkah dengan tatanan nor-

mal baru mendatang? Di hotel lebih

rumit lagi, karena bukan hanya untuk

kamar, restoran tetapi juga karyawan-

nya harus sudah disiapkan. Ini mutlak

dilakukan.  ❑ - a
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